
 

 
RANCANGAN 

 
 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

TAHUN 2011    NOMOR 10 
 

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR  10 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen 

pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan 
kelembagaan perangkat daerah yang mampu 
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan 
berdasarkan potensi dan kebutuhan; 

 
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kantor 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengandung 

SSAALLIINNAANN  
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implikasi terjadinya perubahan pada struktur 
organisasi Kantor Kantor Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana 
telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 53 
Tahun 2003, sehingga perlu menata kembali 
lembaga yang menangani tugas dan fungsi Polisi 
Pamong Praja dengan membentuk Kantor 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas,  perlu  
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);  

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pedoman Kantor Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4428); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

 
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Tunjangan Jabatan Struktural; 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 
Daerah; 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah; 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah; 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
(Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2008 Nomor 14); 

 
  

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 
dan 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
 

MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, 
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU 
SUNGAI UTARA. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perangkat Pemerintah 
Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan 
ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan 
Keputusan Bupati. 

7. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah aparatur Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan 
menyelenggarakan pengelolaan lingkungan Hidup; 

8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

9. Kepala adalah Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

10. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional 
Angka Kredit pada Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Hulu Sungai Utara. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  

TUGAS POKOK DAN FUNGSI                      
 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

 
Bagian Kedua 

Kedudukan  
 

Pasal 3 
 
(1) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung 

tugas Bupati dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. 
 
(2) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok 

 
Pasal 4 

 
Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup. 
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Bagian Keempat 
Fungsi 

 
Pasal 5 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 
 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; 
b. Pemberian dukungan atas penyelengggaraan pemerintah daerah di 

bidang lingkungan hidup; 
c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dan Pengendalian 

Lingkungan hidup; 
d. Pembinaan, pelaksanaan pemantawan dan pemulihan lingkungan 

hidup; 
e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan. 
 

 
BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 6 
 
(1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri 

dari: 
a. Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Tata Lingkungan dan Bina Teknis Amdal, UKL/UPL; 
d. Seksi Pengawasan, Pengendalian Pengolahan Limbah dan 

Pencemaran Lingkungan; 
e. Seksi Pemantauan, Pemulihan Kualitas Lingkungan dan 

Pengaduan Kasus Lingkungan;  
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(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 7 
 

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

 
(2) Seksi adalah unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 
 

Pasal 8 
 

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana sebagian tugas 
dan fungsi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian 
dan keterampilannya. 

 
Pasal 9 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf f  terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahlian dan keterampilannya. 

 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

 
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. 

 
BAB III 

TATA KERJA 
 

Pasal 10 
 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat 
daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 11 

 
(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

 
(3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

 
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

 
(5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka 

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing. 
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BAB IV 
ESELON 

 
Pasal 12 

 
(1) Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan jabatan 

struktural eselon IIIa. 
 
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural 

eselon IVa. 
 

BAB V 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 13 

 
(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kantor Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

 
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), dapat diberikan 

bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 14 
 
Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi 
Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
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BAB VII 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal  15 

 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur 

kemudian dengan Peraturan Bupati. 
 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang 
mengatur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan 
Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

 
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 

2008 tanggal 25 September 2008 yang mengatur pembentukan 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Kepegawaian 
Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana, dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara dinyatakan tetap berlaku. 

 
Pasal 16 

 
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku 
efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat 
daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan di  Amuntai 
pada tanggal 4 Januari 2011 
 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
     CAP 
                TTD 
 
      H.M. AUNUL HADI 

 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 4 Januari 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

HULU  SUNGAI  UTARA, 
 
CAP 
                 TTD 

 
      H. RISNADY BAHARUDDIN        
 
LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN  HULU  SUNGAI  UTARA 
TAHUN 2011 NOMOR  10. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2011 

 
TENTANG  

 
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

 
 
I. PENJELASAN UMUM 
 

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang  Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup, dianggap perlu 
melakukan restrukturisasi Kantor Kantor Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
 
Untuk mengoptimalkan kinerja Kantor Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan 
terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat 
direalisasikan. Munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban 
umum serta timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan dan 
Keputusan Bupati identik dengan kepadatan jumlah penduduk disuatu 
daerah. Untuk itu, tipologi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dibedakan berdasarkan besarnya jumlah penduduk. 
 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 s.d 9 
 

: Cukup jelas 
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Pasal 10 dan 11 : Yang dimaksud dengan setiap pimpinan 
adalah Kepala Satuan, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan 
Koordinator Jabatan Fungsional. 
 

Pasal 12 s.d 16 : Cukup jelas 



 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI        LAMPIRAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
KANTOR  PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP                     NOMOR   10 TAHUN 2011 
                      TANGGAL  4 JANUARI 2011 
 
 
 
 
 
           
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

          BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

                CAP 
TTD 

 
H.M. AUNUL HADI 

 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

SEKSI  
TATA LINGKUNGAN DAN 

BINA TEKNIS AMDAL, 
UKL/UPL 

SEKSI 
PENGAWASAN, PENGENDALIAN 

PENGELOLAAN LIMBAH DAN 
PENCEMARAN LINGKUNGAN 

SEKSI  
PEMANTAUAN, PEMULIHAN 

KUALITAS LINGKUNGAN DAN 
PENGADUAN KASUS 

LINGKUNGAN 

KANTOR  PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

BUPATI 
 

WAKIL BUPATI 


